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PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK UMKM SURABAYA)

Abstract

MSMEs are business units that can increase the region's economy. %s research is
conducted to determine the relationship between perceptions and government trust variables
on tax compliance among MSMEs in Surabaya. This research site was in Surabaya. This
quantitative research used primary data sources through questionnaires distributed through
Google Forms. The data was collected by distributing 130 MSME units in Surabaya as

respondents. The sampling technique was convenience sampling. It is used bec the
questionnaires are distributed randomly to find samples (MSMEs) in Surabaya. Then, the data
analysis technique uses multiple linear regression analysis using SPSS V.23 software

program. This research partially shows that perceptions of justice will have sitive effect on
compliance, but trust does not have a significant impact on tax compliancem implication of
this research is to provide information for the government in developing fair services to
taxpayers and provide policies that are beneficial for society to increase compliance.

Keywords: perception; trust in government; obedience; MSMEs.

Abstrak

UMKM adalah unit usaha yang mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dari variabel persepsi dangfgpercayaan
pemerintah terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Surabaya. Lokasi dalam penelitian ini
dilakukan di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan
sumber data primer berupa kuisioner yang disebarkan melalui gform. Metode pengumpulan
data dengan membagikan 130 Unit UMKM di Surabaya sebagai Responden. Teknik pengambilan
sampel berupa Convenience sampling karena penyebaran kuisioner secaragggak untuk
menemukan sampel merupakan UMKM di Surabaya selain itu juga Teknik analisis data
menggunakan analisis regresi linier nrganda dengan bantuan program Software SPSS V.23.
Riset ini menghasilkan secara parsial menunjukkan bahwa persepsi keadilan akan berpengaruh
positif terhadap kepathan dan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
pajak. Implikasi penelitian ini adalah memberikan informasi terhadap pemerintah untuk
memberikan pelayanan yang adil kepada wajib pajak serta memberikan kebijakan yang
bermanfaat untuk masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepatuhan.

Keyword: persepsi; kepercayaan kepada pemerintah; kepatuhan;




PENDAHULUAN

Pajak telah b ntribusi terhadap sumber pendapatan yang diterima negara sebesar
70%. Sehingga pajak merupakan salah aspek yang sangat penting dalam sebuah negara
(Aribowo et al., 2023). Pajak telah diatur dalam Undang — Undang Dasar 1945 pasal 23 A dalam
aturan tersebut menyatakan bahwa pajak adalah pungutan yang diberikan kepada pemerintah
untuk dikelola dan diatur dalam undang — undang. Pendapatan dari sektor pajak mengalami
fluktuasi semenjak tahun 2019- 2022. Grafik perolehan pajak selama tahun 2019- 2022 dapat
dilihat pada diagram 1 dibawah ini.

Grafik 1. Pendapatan Pajak Tahun 2019-2022
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Berdasarkan grafik 1 diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pendapatan pajak
selama tahun 2019-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan persentase penerimaan pajak
sebesar -16,9% dari tahun 2019 menjadi 750,6 Triliun. Kemudian, pendapatan pajak mengalami
peningkatan sebesar 13,2% ditahun 2021 menjadi 850,1 Triliun. Kemudian, dtahun 2022, pajak
mengalami peningkatan kembali sebesar 54,2%. Penurunan pendapatan pajak pada tahun 2020
disebabkan adanya pandemi covid yang memberikan dampak serius terhadap pendapatan wajib
pajak yang berdampak pada pendapatan pajak secara signifikan. Namun, pendapatan pajak
mulai mengalami perbaikan ditahun pasca pandemi, karena perekonomian mulai mengal ami
pemulihan (Maretaniandini et al., 2023).

Pemulihan ekonomi ini digalakkan oleh pemerintah dengan beragam cara, salah satunya
adalah menggiatkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM adalah penopang
ekonomi masyarakat. Hal ini karena UMKM bersifat mudah dijalankan dan membutuhkan modal
yang kecil untuk memulainya, selain itu juga dengan adanya UMKM masyarakat dapat
menghidupi kebutuhannya dari memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan. UMKM
sangat berkontribusi dalam pendapatan negara, hal ini karena UMKM juga merupakan objek
pajak, sehingga pemilik UMKM merupakan subjek pajak yang wajib membayar pajak disetiap
periodenya (Dewi & Setiawan, 20

Pajak UMKM diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 aturan ini merupakan perubahan dari
PP No. 46 tahun 2013. Perubahan ini merupakan salah satu dukungan sektor pajak untuk
pengembangan UMKM dengan memberikan keringanan tarif penurunan dari 1% menjadi 0,5%
(Wulandini & Srimindarti, 2023). Dengan pengembangan UMKM diharapkan mampu
meningkatkan perekonomian dan kepatuhan wajib pajak UMKM. UMKM juga menjadi bentuk
usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Surabaya. Sebagai Ibu Kota Jawa Timur menjadikan
Surabaya sebagai tempat migrasi dari masyarakat daerah timur Pulau Jawa untuk melakukan
usaha (Sari, 2018). Hal ini ditunjukkan oleh data Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya
menyatakan bahwa jumlah UMKM di Surabaya tahun 2021 sebesar 40.679 usaha dan meningkat
ditahun 2022 jumlah UMKM menjadi 60.007 usaha. (Dinas Koperasi dan UMKM, 2022).




Berdasarkan hal tersebut, maka UMKM merupakan objek yang memiliki peranan dalam
pendapatan pajak. Surabaya merupakan wilayah metropolitan yang membagi kantor pajak
menjadi 11 wilayah. Penyebaran wilayah ini dilakukan untuk mempermudah wajib pajak untuk
menjangkau pelayanan pajak, selain itu juga dengan menempatkan beragam wilayah KPP
memudahkan fiskus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wp dalam melakukan
kewajiban pajak (Christian & Aribowo, 2021). Kepatuhan pajak adalah salah satu perilaku
masyarakat yang menaati aturan pajak dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan
baik dan benar. Kepatuhan wajib pajak dapat dicerminkan dengan melihat jumlah wajib pajak
dalam membayar, melaporkan SPT, dan jumlah penmnaan pajak. Berikut tabel jumlah UMKM
yang melakukan kewajiban pajaknya di KPP wilayah Surabaya.
Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM di Seluruh KPP Surabaya
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Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 adanya selisih
yang cukup besar antara kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Krembangan sebagai KPP pratama
dengan kepatuhan terendah hal ini karena pada tahun 2021 jumlah pembayar pajak sebesar
1.503 dan jumlah pelapor SPT sebesar 1.604 orang dan penerimaan 3.848.963.124. sedangkan,
KPP Pratama Mulyorejo sebagai KPP pratama dengan kepatuhan tertinggi jumlah pembayar
pajak sebesar 7.701. dan jumlah pelapor SPT sebesar 11.984 orang dan penerimaan
33.798.101.522. Sehingga, selisih kedua KPP Pratama tersebut pada tahun 2021 jumlah
pembayar pajak sebesar 6.738 dan jumlah pelapor SPT sebesar 10.380 orang dan penerimaan
29.949.138.398. Kewajiban pajak UMKM yang telah tercatat dalam KPP merupakan sebuah
cerminﬂ(epatuhan pajak wilayah tersebut.

Kepatuhan pajak UMKiggdapat diartikan sebagai ketaatan dalam melaksanakan segala
aturan yang telah ditetapkan. Sehingga kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu
keadaan dimana wajib pajak harus meggksanakan dan memenuhi seluruh hak dan kewajiban
perpajakannya (D. Kurniawan, 2020). Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai perilaku
sukarela wajib pajak dalam hal melaporkan seluruh penghasilan lain yang diterimanya (Ya'u &
Saad, 2021). Kepatuhan pajak akan memberikan penambahan pendapatan karena dengan sikap
sukarela masyarakat membayar utang pajaknya (Fonseca-Corona, 2023). Kepatuhan pajak
mencerminkan keberhasilan sebuah pemerintahan, karena mampu meningkatkan pendapatan
negara yang berimbas pada naiknya PDB negara serta meningkatkan tax rasio. Peningkatan
jumlah kepatuhan memberikan cerminan bahwa pemerintah mampu mandiri dengan
melakukan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berasal dari sektor
perpajakan.

Penelitian ini menggunakan teori utility yang menjelaskan bahwa seorang individu akan
bersikap sesuai dengan norma yang berlaku dan memberikan manfaat terhadap individu
tersebut. Sehingga, masyarakat akan bersikap sesuai aturan pajak yang berlaku dan memberikan
manfaat terhadap masyarakat tersebut tersebut ((Night & Bananuka, 2020). Pembangunan
infrastuktur, pemberian beasiswa pendidikan, pembangunan rumah sakit dan jalan merupakan
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salah satu bentuk manfaat yang akan diterima oleh masyarakat atas pajak yang dibayarkan.
Sehingga teori utility ini menegaskan bahwa individu akan membayar pajak jika dinilai
pembayaran pajak tersebut berdasarkan aturan pajak dan memperoleh manfaat atas pajak yang
dibayarkan.

Teori ini mampu menjelaskan %patuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam
melaksanakan ketentuan perpajakan akibat adanya manfaat yang ditimbulkan atas pembayaran
pajak. Riset mengenai kepatuhan telah diteliti sebelumnya oleh (Sudiartan Mendra, 2018),
(Anugrah et al.,, 2020), (Arham & Firmansyah (2021). Penelitian Guzel et al., (2019) yang
menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi keadillan pajak dan kepercayaan
terhadap pemerintah. Namun, Faizal et al., (2017) dan Merkusiwati dan Suaryana (2021)
mengklaim penelitiannya bahwa persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
pajak.

Kiaow (2017) Kepatuhan perpajakan akan dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan
kepercayaan terhadap pemerintah karena ketika masyarakat membayarkan pajaknya maka
individu tersebut telah mengorbankan sebagian dari penghasilan untuk negara, sehingga
individu tersebut berharap bahwa uang yang disetorkem akan didistribusikan dan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan (Kim, 2022). Menurut Guzel al., (2019) yang menyatakan bahwa
kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi keadillan pajak dan kepercayaan terhadap
pemerintah. 10

Keadilan pajak adalah implementasi sistem perpajakan yang ada sudah berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjungjung tinggi asas
pemerataa lam memberikan sikap terhadap wajib pajak (Soon, 2017). Kebijakan atau aturan
pajak akan menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang bersifat akomodatif
sehingga akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak (Abdelnabi et al., 2022). Oleh
karena itu, penanganan yang dapat mengarah pada kepatuhan perpajakan sangat penting untuk
dilakukan guna meningkatkan jumlah kepatuhan masyarakat (Cologna et al., 2022).

Keadilan pajak dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang sama terhadap
seluruh masyarakat, serta memberikan kebijakan mengenai perhitungan pajak terutang sesuai
dengan jumlah penghasilan yang diterima (Chen, 2018). Penerapan ini telah diterapkan dalam
penggunaan tarif progresif pada pajak penghasilan sehingga menunjukkan bahwa pungutan
pajak besar terhadap individu yang berpenghasilan tinggi, sebaliknya masyarakat dengan
penghasilan rendah akan dipungut dengan tarif pajak rendah (Suasa et al., 2021). Selain itu juga
pemungutan pajak berasaskan pada keadilan (Tax Justice, 2020) artinya pungutan pajak akan
disesuaikan dengan kondisi wajib pajak, semakin tinggi penghasilan, semakin besar konsumsi,
semakin luas tanah/ gedung, maka pajak yang dibayarkan akan semakin besar, begitu pula
sebaliknya. Keadilan pajak dapat dicerminkan dari kesetaraan pembangunan infrastuktur,
kesediaan rumah sakit, serta pembangunan perekonomian di Indonesia. Semakin meratanya
anggaran pajak yang dikeluarkan setiap daerah, maka dapat mengurangi ketimpangan sosial
didaerah Indonesia (Fauzan et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan teori Planned Behavior yang mampu menjelaskan bahwa
persepsi terhadap keadilan yang diciptakan sebuah hukum maupun kebijakan akan menjadi
pertimbangan wajib pajak mengenaitindakan yang diambil harus sesuﬁiengan pemikiran yang
matang (Nadirov & Dehning, 2023). Persepsi Wajib Pajak terhadap erintah dan hukum
merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keputusan Wajib Pajak berkaitan dengan
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Risetm nai persepsi
wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dengan teori planned behav'a telah dilakukan
oleh (Agyekum et al., 2023) dan Rosmawati (2022) yang menyatakan adanya peng persepsi
keadilan terhadap kepatuhan pajak. Namun, Faiza, dkk (2017) menyebutkan bahwa tidak
adanya pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.




Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (Yasa
dan Martadinata, 2018). Kepercayaan [ggpada pemerintah merupakan wujud harapan wajib
pajak terhadap pihak yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan dan sistem hukum
agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Harapan wajib pajak adalah adanya
peningkatan kesejahteraan, perbaikan infrastuktur serta pengurangan kesenjangan daerah akan
tercipta dengan baik (Fauzan et al., 2022). Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila pajak
yang dibayarkan benar direalisasikan dengan baik oleh pemerintah, pembuktian perlu dilakukan
dengan melakukan pembangunan baik infrastuktur maupun ekonomi (Okafor, 2023).

Tingkat kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk respon atas
realisasi pembangunan yang telah dilakukan. Masyarakat akan menilai realisasi pembiayaan
pembangunan yang berasal dari uang pajak dikeluarkan telah sesuai atau tidak organisasi
(Purnamasari et al., 2017). Penilaian yang baik dapat menimbulkan kepercayaan terhadap
pemerintah. Segaangkan, penilaian yang buruk akan menjadikan masyarakat ingin melakukan
penghindaran pajak, karena wajib pajak tidak merasakan hasil dari pajak yang dibayarkan
(Toniarta & Merkusiwati, 2023). Semakin tinggi kepatuhan pajak menunjukkan bahwa
pemerintah telah berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui program yang telah
direalisasikan.

Berdasarkan teori Planned Behavior menjelaskan bahwa pertimbangan wajib pajak
mengenai tindakan yang diambil harus sesuai gan pemikiran rasional matang (Nadirov &
Dehning, 2023). Persepsi Wajib Pajak terhadap erintah dan hukum merupakan salah satu
hal yang dapat mempengaruhi keputusan Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini telah diteliti sebelumnya oleh
(Widuri & Irawan, 2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan akan mempengaruhi

ilaku wajib pajak terkait kepatuhan pajak pada pemerintah dan hukum. Namun berbeda
E’lgan penelitian (Batrancea et al., 2022) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Teori Utilitas

Teori Utilitas adalah teori yang menjelaskan mengenai sikap individu dalam pengambil
keputusan mengenai perilaku dengan menimbang manfaat dan norma / aturan yang
berlaku(Escribano, 2019). Wajib pajak akan dituntut untuk melakukan pemenuhan kewajiban
pajak, teori utilitas ini akan memberikan konsep bahwa wajib pajak tersebut akan melakukan
kepatuhan pajak karena menurut wp pajak memiliki sisi yang memberikan manfaat dan
menjalankan perilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Shi &
Wang, 2019).

Planned Behavior

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Planned Behavior adalah
kelanjutan dari Theory of Reasoned Action menyatakan bahwa tingkah laku seseorang
didasarkan pada niat yang dimiliki, dipengaruhi oleh sikap (sikap terhadap perilaku) dan norma
subjektif (Sudiartana & Mendra, 2018). Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa individu
dapat melakukan tindakan karena adanya control dari diri sendiri dan telah melakukan tindakan
sesuai dengan aturan/ norma subjektif (Guerra & Harrington, 2018). Norma subyektif
merupakan persepsi seseorang terhadap perilaku pelakunya (Vincent, 2023). Norma subjektif
tidak hanya ditentukan oleh referensi tetapi juga oleh motivasi untuk mematuhinya.

Kepatuhan Pajak

Kurniawan, dkk (2023)Epatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai perbuatan patuh
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuaigngan peraturan atau
ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Nabi, dkk (2021) kepatuhan pajak adalah




ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang
berlaku peraturan tanpa tindakan apa pun seperti inspeksi, penyelidikan, peringatarggtau
ancaman dan penerapannya sanksi berupa hukuman atau denda administratif. Sehingga!pat
disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berarti wajib pajak yang menyatakan seluruh pajaknya
kewajibannya dengan secara jujur melaporkan seluruh pendapatan, harta dan hutang serta
membayar utang pajak apabila pajak yang dipotong/ dipungut belum mampu membayar beban
pajak. Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan pajak kewajiban
pembayaran yang telah dihitung dengan menggunakan sistem penilaian diri sehingga senruh
kewajiban terpenuhi. Menurut (Abdelnabi et al., 2022) kesukarelaan dalam membayar pajak
merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomiﬂan pendapatan
negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berarti wajib pajak yang
menyatakan bahwa Kepatuhan pajak adalah sebuah keadaan wajib pajak dengan sukarela
membayarkan utang pajaknya kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan negara
sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Timothy & Abbas, 2021). Pernyataan tersebut
kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak telah dihitung dengan
menggunakan sistem penilaian diri sehingga seluruh kewajiban pajak dapat terpenuhi (Fonseca-
Corona, 2023). (Amah et al., 2023) kepatuhan pajak dapat diukur berdasarkan indikator
kepatuhan antara lain:

a. Memahami kewajiban untuk mengisi formulir pajak dengan benar, secara lengkap dan

jelas.

b. Wajib pajak dapat menghitungnya jumlah pajak yang terutang dengan benar

c. Wajib pajak membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya

d. Kepatuhan dalam membayar utang pajak / tunggakan pajak dengan benar dan tepat

waktu.

Persepsi Keadilan
Arham & Firmansyah (2021) persepsi keadilan adalah anggapan bahwa pajak telah
didistribusikan secara menyeluruh terhadap semua wilayah di Indonesia untuk kebutuhan
pembangunan dan dianggarkan demi kesejahteraan masyarakat. (Cologna et al., 2022)
mengungkapkan prinsip pemungutan pajak pada dasarnya adalah keadilan dalam perpajakan.
Keadilan adalah persamaan yang diterima oleh masyarakat dalam arti hak maupun
kewajibannya (Reuben dan Winden, 2021). Persepsi keadilan akan memberikan kesejahteraan
karena masyarakat akan merasa nyaman untuk membayar pajak karena anggapan bahwa uang
yang diberikan sebagai beban pajak dimanfaatkan dan disalurkan untuk pembangunan (Chwyl,
2021). Riset Sulingga (2022) membuktikan bahwa faktor psikclogis merupakan aspek sangat
penting dalam kepatuhan perpajakan. Salah satunya Faktor psikologis adalah keadilan pajak
(Rahayu dan Suaidah, 2022). Pikiran atau pendapat sikap wajib pajak terhadap ketidakadilan
pajak dapat ditunjukkan dengan caranya wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkannya
tidak secara langsung sebanding dengan pelayanan atau fasilitas yang seharusnya diperoleh.
Peningkatan pelayanan publik mempengaruhi kinerja wajib pajak. persepsi keadilan dalam
sistem perpajakan. Maili (2022) pemerintah memiliki peranan penting dalam memggakkan
sistem peradilan sangatlah besar. Penerapan sistem perpajakan yang transparan dan ail oleh
pemerintah kepada wajib pajak tanpa terkecuali akan memberikan peningkatan persepsi
keadilan bagi wajib pajak. Persepsi keadilan akan memberikan kenyamanan untuk wajib pajak
untuk memenuhi pajaknya (Lee, 2022). Rosmawati (2021) pengukuran penelitian persepsi
keadilan dapat diukur menggunakan indikator dibawah ini
a. Keadilan umum dan Keadilan Pajak artinya wajib pajak merasa bahwa pajak yang
dayarkan telah disalurkan secara menyeluruh dan untuk kesejahteraan masyarakat.




b. Timbal balik pemerintah artinya wajib pajak telah merasakan adanya fasilitas yang
diberikan pemerintah sesuai dengan uang pajak yang dipungut dan dicerminkan dari
pembangunan operasional maupun pembangunan infrastuktur.

c. Kepentingan pribadi, artinya persepsi keadilan wajib pajak dapat diukur dengan adanya
kepentingan pribadi wajib pajak, sehingga untuk meningkatkan citra perusahaan maka
wajib pajak perlu mendukung adanya program pemerintah termasuk kebijakan
perpajakan.

I. Kepergayaan terhadap pemerintah

Nadirov & Dehning (2023), kepercayaan pada pemerintah dapat dipahami sebagai
sesuatu saling menguntungkan dan timbal balik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak
yaitu pemerintah itu sendiri dan masyarakat sehingga terjalin hubungan mutualis. Kepercayaan
masyarakat akan muncul karena hubungan antara perusahaan menunjukkan tanda — tanda
positif yang saling memberikan dukungan kepada masyarakat. Cahyonowati, dkk (2023)
menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil inisiatif. Selai itu juga pemerintah perlu
merencanakan kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat. Cara kerja masyarakat baik
pribadi maupun kelompok akan dipengaruhi terhadap program pemerintah untuk masyarakat.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan timbul jika masyarakat secara rasional
melihat dan merasakan kebijakan pemerintah kinerjanya demi kesejahteraan rakyat (Sulistyono
& Mappanyukki, 2023). Indikator kepercayaan kepada pemerintah diungkapkan oleh (Purwanto
& Susanto, 2018) antara lain:

a. Percaya bahwa program yang dibawa pemerintah akan memberikan kesejahteraan

kepada masyarakat

b. Percayaterhadap informasiyang diberikan pemerintah, halini akan membuat wajib

pajak percaya terhadap laporan penggunaan anggaran keuangan vyang
dipublikasikan,

c. Kepercayaan terhadap sistem informasi e- govermant dalam hal ini digunakan

dalam pelaporan atau e-spt

d. Kepercayaan terhadap institusi dalam kementerian keuangan

e. Kepercayaan terhadap keamanan data yang diberikan kepada pemerintah tidak

akan dibocorkan.

f. Kepercayaan terhadap penggunaan anggaran keuangan oleh pemerintah.

Il. Hipotesis

Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan

Persepsi wajib pajak tentang keadilan dan peraturan perpajakan menentukan strategi dan
kebijakan pemerintah dalam aspek perpajakan (Gerbing, 1988). Wajib Pajak akan cenderung
melakukan penghindaran pajak apabila mereka mempersepsikan sistem pajak secara tidak adil
(Wulandini dan Srimdarti, 2023). Dalam banyak riset menyebutkan bahwa keadilan pajak
memiliki peranan terhadap kepatuhan pajak, keadiliian pajak akan memberikan dampak
signifikan terhadap kepatuhan pajak (Faizal et al., 2017).

Jika kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, persepsi keadilan dari wajib pajak
sendiri akan meningkat. Kapan pemerintah peduli terhadap semua warga negaranya dan
bekerja demi kepentingannya warga negara, persepsi wajib pajak terkait dengan kemauan
keadilan meningkat, karena wajib pajak percaya lebih dari pajak yang mereka miliki dibayarkan
telah disalurkan untuk kepentingan rakyat, dan persepsinvajib pajak mengenai tingkat
konsistensi pembayaran mereka terhadap pembayaran pajak. Seseorang akan patuh membayar
pajak jika orang memandang otoritas (otoritas pajak) memperlakukan semua individu dengan




cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah
dibayar oleh seseorang dan berada prihatin dengan memiliki pekerjaan yang mudah daripada
menghasilkan cara mudah membayar pajak.

(Rahayu & Suaidah, 2022) mengemukakan persepsi sistem keadilan terhadap pejak akan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Yusmananda (2018) menyatakan bahwa pengaruh
persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak lebih besar dibandingkan tarif pajak. @gnelitian ini
sebelumnya dilakukan oleh (Widuri & Irawan, 2019) menyatakan bahwa persepsi berpengaruh
positif terhadap kepatuhan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H1: Persepsi Keadilan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak
:
gengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan

Kepercayaan terhadap pemerintah akan memberikan keamanan kepada wajib pajak atas
uang pajak yang telah disetorkan. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat mempengaruhi
sikap kepatuhan pajak masyarakat (Saruji, dkk 2019). Kepercayaan terhadap pemerintah
merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan, program,
dan peraturan pemerintah yang sangat bergantung pada kerja sama dan kepatuhan masyarakat
(Zainudin et al., 2022). Berdasarkan penelitian (Anugrah et al., 2020), kepercayaan telah
diidentifikasi sebagai salah satu yang paling penting faktor yang berperan sangat penting dalam
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Jika masyarakat percaya terhadap pemerintah maka
masyarakat akan patuh terhadap sistem perpajakan, masyarakat akan yakin bahwa dengan
pajak yang dibayarkan akan membuat perekonomian dan kesejahteraan meningkat (A.
Kurniawan et al., 2022). Warga negara akan membayar pajak secara sukarela jika mereka
mendapati pemerintah yang mampu mendistribusikan anggaran secara jelas.

Pemerintah berupaya mendapatkan kepercayaan dari pemerintah wagp negara dengan
meningkatkan keadilan dan berorientasi pada pelayanan. Kepercayaan pada pemerintah
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terbentuk sebelum keadilan, dan pembayar
pajak mengevaluasi apakah sistem ini adil atau tidak melalui kepercayaan yang mereka miliki di
pemerintahan. Dengan kata lain, wajib pajak akan melihat pelaksanaannya dilakukan oleh
pemerintah sebagai suatu keadilan. Masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah terhadap
pemerintah akan melakukan hal tersebut rentan terhadap informasi mengenai isu — isu miring
yang menunjukkan ketidakadilan pemerintah. Hal ini akan memicu keengganan untuk
membayar pajak. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kepercayaan tinggi pada otoritas, akan
percaya terhadap kebijakan dan memenuhi aturan yang telah ditentukan.

Penelitian ini telah dilakukan oleh kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif
terhadap kepatuhan (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Riset (Okafor, 2023) juga menyatakan
bahwa kepercayaan terhadwemerintah yang tinggi memungkinkan masyarakat membayar
pajaknya dengan sukarela. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H2: Kepercayaan Terhadap Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan membagikan kuisioner kepada
130 sampel UMKM di Surabaya. Riset ini menaunakan metode penyebaran angket sebagai
teknik pengumpulan datanya. Selain itu juga, Penelitian ini menggunakan teknik conveince
sampling. Menurut Sugiyono (2018), Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel




sebagairesponden berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel. Penelitian ini juga, menggunakan aplikasi SPSS V23. Pengaruh
hubungan variabel independen yang mempengaruhi variable dependen:

Persepsi
Keadilan
Kepatuhan
Kepercayaan f——
Pemerintah
Gambar 2. Model Penelitian
ANALISA DAN DISKUSI
lll. Hasil Olah data
Uji Validasi
Item R hitung R tabel Milsi sig. | Keterangan
X1.1 0.739 0.170 0.000 Valid
x1.2 0.781 0.170 0.000 Valid
X13 0.837 0.170 0.000 Valid
1.4 0.827 0.170 0.000 Valid
X1.5 0.787 0.170 0.000 Valid
X1.6 0.692 0.170 0.000 Valid
x2.1 0.833 0.170 0.000 valid
X2.2 0.814 0.170 0.000 Valid
X2.3 0.874 0.170 0.000 Valid
x2.4 0.761 0.170 0.000 valid
X2.5 0.862 0.170 0.000 Valid
¥l 0.882 0.170 0.000 Valid
¥2 0.218 0.170 0.000 Valid
Y3 0.867 0.170 0.000 Valid
¥4 0.864 0.170 0.000 Valid
Y5 0.889 0.170 0.000 Valid
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa instrumen persepsi keadilan,

kepercayaan masyarakat dan Kepatuhan wajib pajak bahwa seluruh butir pertanyaan yang
lulus seleksi atau dengan kata lain seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid.

Uji REPDilitas
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
,870 6
,887 5
,932 5

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada instrument variabel X1, X2
danY telah reliabel.

Uji Normalitas




SOne Sample Kolmogorov Smirnov Test

Unstandamized

Rasidual

N

Hormal Parameters*® Mean
S1d. Dewation
Most Extreme Differences  Absclute
Pasitive
Hegative

Tast Stabshc
Asymp, Sig, (2-tailad)
Mente Carlo Sig. (2-alled)  Sig.

99% Confidence Irlerval  Lower Bound

Upper Bound

133
0000000
491107347

a. Test distribution is Hormal
b. Calculated from data

© Lifiefors Significance Corecton

d. Based on 1:?«1 tables with staring seed 2000000
erdasarkan tabel diatas,

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Monter Carlo sig (2-

tailed) sebesar 0.266 sehingga lebih besar dari 0,05 (> 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa

data terdistribusi dengan normal.

Uji Multikoleritas
e
Unstandardeed Stardanioed
o | coaress [
o s Jsnemw | ow | o | 5o [tosaw] we
prom— e T
KEADILAN o7 A5 ABT 454 00D A53 2.7
KEPERCAYAAN 243 RE] 18; 187 0T AEY 2207

1. Pada variabel Persepsi Keadilan, menunjukan bahwa nilai toeransi > 0,10 dan VIF < 10.

Maka, dapat disimpulakan ba

2. Pada variabel Kepercayaan kepada pemerintah menunjukan

dan VIF < 10. Maka, dap
multikolinearitas.

Uji Heteroskedatisitas

Scatterplot
s} Variable; KEPATUHAN

hwa variabel Bl Rate bebas dargultikolinearitas.
ahwa nilai toeransi > 0,10
at disimpulakan bahwa variabel Bl Rate bebas dari

Regression Studentized Residual

Regression Standardized Predicted Value

7
Berdasarkan gambar dia

tas, dapat diketahui tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak

terjadi heteroskedastisitas.

UJI REGRESI LINER BERGANDA

Coefficients*
Standardized
Cosficients Cosfcients
Modal B Std_Ermor Btz 1 Sig
[Constant) 4351 1836 2,369 09|
KEADILAN T 155 A67 4,554 000
KEPERCAYAAN 242 132 187 1,827 070

a. Dependent Variable: KEPATUHAN
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1. Konstanta (a) = 4.351 hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam riset ini
apabila 0 maka variabel dependennya sama dengan 4.351.

2. Nilai koefisien regresi untuk persepsi keadilan (X1) sebesar positif .707 penambahan 1
skor persepsi keadilan kepatuhan akan bertambah 0.707 skor.

3. Nilai koefisien regresi untuk kepercayaan kepada pemerintah (X2) sebesar 0.242 dan
bertanda positif artinya bahwa setiap peningka (penambahan) kepercayaan kepada
pemerintah sebesar 1 skor akan menyebabkan variabel kepatuhan membayar pajak (Y)
meningkat sebesar 0.242 skor.

Uji Koefisien Determinasi (R?)

Model Summarny®
Adiusted R Std. Emor of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 618° 382 372 495601 1,956

a. Predictors: {Constant). KEPERCAYAAN, KEADILAN
b. Dependent Vanable: KEPATUHAN

Kepatuhan membayar pajak (Y) mampu di jelaskakan selggsar 37,2% oleh variabel
persepsi keadilan (X1) dan kepercayaan kepada pemerintah (X2). Sedangkan sisanya sebesar
62,8% mampu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)
t tabel = (a: n-k-1)
= (0,05 : 133-2-1)
= (0,05 : 130) (lihat pada tabel distribusi)

= 1,978
Coafici
Stardardized
Unptandardged Cosficients | Coefficents
Miodel B Std_ Ermor Bet L Sig

1 {Constant] 4351 1836 239 me
KEADILAN o7 155 457|  45E4 0o
KEPERCAYAAN 242 132 187 1827 070

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Variabel persepsi keadilan memiliki nilai t hitung sebesar 4,554 sehinggaﬁlitung >t tabel (4,554
>1,978) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga persepsi
keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
Variabel kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan t hitung sebesar 3,218 ,sehingga t
hitung < t tabel (827 < 1,978) dan nilai signifikansi 0,070 > 0,05 artinya Ho di terima dan Ha di
tolak. Sehingga ¥epercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan membayar pajak.

IV. Pembahasan

Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Pajak

29

Persepsi wajib %ak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga Hipotesis 1
diterima. Hal ini karena wajib pajak yang memiliki persepsi keadilan, maka akan berupaya patuh
terhadap aturan pajak. Riset Sinulingga (2022) membuktikan bahwa faktor psikologis
merupakan aspek sangat penting dalam kepatuhan perpajakan. Salah satunya Faktor psikologis
adalah keadilan pajak (Rahayu & Suaidah, 2022). Wajib pa]amenganggap sistem perpajakan
tidak adil ketika mereka tidak bisa mendapatkan timbal balik atas pajak yang telah dibayarkan.
Peningkatan pelayanan umum yang merupakan program pemerintah akan berpengaruh
terhadap persepsi wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan (Timothy & Abbas,
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2021). Sikap kepatuhan ini didasari oleh adanya keinginan wajib pajak untuk membantu
terwujudnya keadilan dan memberikan kesejahteraan kepada masyatakat karena adanya
pemerataan sosial, ekonomi, hukum, dan aspek kehidypan lainnya. Sistem perpajakan yang
diterapkan secara adil oleh pemerintah akan berimbas pada meningkatkan kepatuhan pajak
wajib pajak (Seruji, dkk 2019). Hasil penelitian ini didukung oleh (Widuri & Irawan, 2019).

2
Kepercayaan Pemerintah grhadap Kepatuhan Pajak
Kepercayaan terhadap pemerintah akan memberikan keamanan kepada wajib pajak
atas uang pajak ya lah disetorkan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis
2 ditolak, karena kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadagpkepatuhan
pajak. Hasil ini membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak memberikan
dampak signifikan terhadap wajib pajak untuk patuh aturan pajak, karena setiap individu sebagai
makhluk ekonomi akan meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran termasuk
pengeluaran untuk beban pajak. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak tidak berkaitan dengan
kepercayaannya kepada pemerintah, hal ini karena pengaruh internal indivodu tetap menjadi
faktor pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya seperti
memotong, membayar dan melapor. Kepercayaan kepada pemerintah tidak terlalu berpengaruh
karena memang pada dasarnya manusia enggan membayar pajak karena sejatinya manusia adalah
makluk ckonomi yang selalu merfffitamakan keuntungan pribadinya. Hal ini diterima secara
umum dalam literatur mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak karena dasar
manusia akan sifat tersebut berkaitan mengenai peng an. Penelitian ini didukung oleh riset
(Batrancea et al., 2022) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal ini karena wajib pajak
yang memiliki persepsi keadilan, maka akan berupaya patuh terhadap aturan pajak dan
Kepercayaan terhadap pemerintah akan memberikan keamanan kepada wajib pajak atas uang
pajak ya elah disetorkan. Persepsi keadilan ini akan berpengaruh positif dan signifikan
sehingga semakin tinggi persepsi keadilan masyarakat maka semakin tinggi kepatuhan wajib
pajak (Seruji, dkk 2019). Hasil penelitian ini didukung oleh riset Rahayu dan Suaidah (2022) dan
penelitian (Widuri & Irawan, 2019). Implikasi penelitian iniadalah memberikan informasi kepada
pemerintah untuk selalu memberikan kebijakan yang berkualitas sehingga akan menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang telah dirumuskan yang berdampak terhadap
kepatuhan pajak.
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